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A. Pajak Dalam Islam
1. Pengertian Pajak

Pajak (dharibah) sebagai sumber pendapatan
negara, dalam Alguran dan hadits tidak dibenarkan,
karena Islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang
yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun
bisa saja terjadi suatu kondisi di mana zakat tidak lagi
mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu,
dibolehkan memungut pajak (dharibah) dengan
ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan
oleh ahlil halli wal aqdi. Dalam bahasa Arab, pajak
disebut kharaj yang berarti mengeluarkan. Secara
etimologis kharaj adalah sejenis pajak yang dikeluarkan
pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata,
terlepas dari apakah pemilik seorang muslim.? Dalam
pengertian lain, kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan.
Misalnya dengan dikeluarkannya pungutan dari hasil
tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa kharaj

adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang

! Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir: Kamus Arab — Indonesia,
(Yogyakarta: Pon.Pes. Al-Munawir, 1984), him. 356.

2 M. Abdul Mannan, Teori & Praktek Ekonomi Islam, (Jakarta: PT.
Dana Bhakti Wakaf, 1993), him. 250.
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dimiliki oleh non muslim.®> Dalam istilah lain kharaj
adalah uang sewa yang menjadi milik negara akibat
pembebasan tanah itu oleh tentara Islam. Tanah itu
dipandang sebagai milik negara dan disewakan kepada
penduduk muslimin dan yang bukan muslimin.* Secara
etimologi mempunyai arti sebagai iuran yang wajib
dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada
negara/pemerintah sehubungan dengan pendapatan,
pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.’
Prof.Dr.PJA.Adriani, mendefinisikan pajak sebagai iuran
pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan
dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung
dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai  pengeluaran-pengeluaran umum  yang
berhubungan dengan tugas pemerintah.® Terdapat dua
pendapat ulama yang berbeda mengenai hal
ini,” pendapat  pertama  adalah  tidak  boleh

membebankan pajak kepada kaum Muslim karena umat

% Irfan Mahmud Ra’ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn

Khattab, (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, cet.1, 1990), him.118.

Rodney Wilson, “Islamic Business Theory and Practice”,

(terj)J. T.Salim, Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktik, Jakarta:
PT.Intermasa, cet.1, 1988, him.128.

*Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus umum bahasa

Indonesia, Jakarta: balai pustaka, 1994, him. 812

®Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2004), him. 23.

"https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-membayar-pajak-

dalam-islam, (22 September 2020)
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Islam telah dibebankan dengan zakat. Hal ini diperkuat
dengan hadis Rasulullah SAW :
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“Telah menceritakan kepada Kami Abbas bin ‘Abdul
'Azhim dan Muhammad bin Al Mutsanna, mereka berkata;
telah menceritakan kepada Kami Bisyr bin Umar dari Abu
Al Ghushn dari Shakhr bin Ishaq dari Abdurrahman bin
Jabir bin ‘'Atik dari ayahnya bahwa Rasulullah
shallallahu ‘'alaihi wasallam bersabda: akan datang
kepada kalian para petugas pengambil zakat, jika mereka
sudah datang kepada kalian, maka sambutlah mereka dan
biarkanlah mereka mengambil apa yang mereka inginkan,
jika mereka berbuat adil maka itu adalah kebaikan buat
kalian dan jika mereka berbuat dzalim maka dosanya bagi

mereka, buatlah mereka ridha, sebab kesempurnaan zakat


https://dalamislam.com/landasan-agama/fiqih/zakat-dalam-islam
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kalian pada keridhaan mereka, dan hendaklah mereka
mendo'akan kalian. Abu Daud berkata; Abu Al Ghushn
adalah Tsabit bin Qais bin Ghushn. (HR. Abi Dawud,
No.1354)®
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“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ayyub bin
Abu Tamimah As Sahtiyani bahwa Umar bin Abdul Aziz
pernah menetapkan ketentuan tentang harta yang diambil
olen para pemimpin secara aniaya. la memerintahkan
agar harta tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. lalu
diambil zakatnya dari masa-masa yang telah lalu.”
Kemudian ia juga menetapkan bahwa harta tidak boleh
diambil sebagai zakat kecuali hanya sekali, karena harta
tersebut tidak ada di tangan pemiliknya." (HR. Malik,
No.526).°

8Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz I — Juz 30:

Edisi Baru, Jakarta: Cv. Pusaka Agung Harapan, 2006.

*Ibnu Hajar al-Asgalani, Bulughul Maram, Penterjemah: Muh. Sjarief

Sukandy (Bandung: PT. AlMa’arif , 1996), Cetakan Keduapuluh.
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2. Jenis Jenis Pajak Dalam Islam
a. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada
kalangan nonmuslim sebagai imbalan untuk jaminan
yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka
guna melindungi  kehidupannya. Pada masa
Rasulullah Saw. Besarnya jizyah satu dinar pertahun
untuk orang dewasa yang mampu membayarnya.
Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orangtua,
penderita sakit jiwa dan semua yang menderita
penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran
tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga
berupa barang dan jasa. Sistem ini terus berlangsung
hingga masa Harun ar-Rasyid.*
Dasar hukum ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat
29 yaitu sebagai berikut:

AY) a5l ¥y &l Gala iy ) sl
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“Perangilah orang-orang yang tidak beriman
kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian

Adi warman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,( Jakarta:
PT.Pustaka Pelajar, cet.2, 2002), HIm. 31.
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b.

dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah
diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak
beragama dengan agama yang benar (agamaAllah),
(yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada
mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan
patuh sedang mereka dalam keadaan
tunduk. ”(QS.At-Taubah:29)."
Kharaj

Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada
tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan
senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang
dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas,
budak, muslim ataupun tidak beriman.14 Kharaj
diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar,
ketika Rasulullah SAW membolehkan orang-orang
Yahudi kembali ketanah milik mereka dengan syarat
mau membayar separuh dari hasil panennya kepada
pemerintah Islam, yang disebut kharaj.

Adapun dasar kharaj ini terdapat Surat Al
Mukminun ayat 72:

G

1 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 — Juz

30: Edisi Baru, Jakarta: Cv. Pusaka Agung Harapan, 2006.
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“Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka
upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia
adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik.”(QS. Al-
Mukminun:72).%?

Dalam Surat Al-Bagarah ayat 267:

Laay A& La il ¢y 138850 1350 ¢ il
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“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahilah
(dijalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-
baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari
bumi untuk kami. Dan janganlah kamu memilih yang
buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya.
Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.

Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha
Terpuji. "(Q.S. Al-Bagarah : 267)%

12 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 — Juz
30: Edisi Baru, Jakarta: Cv. Pusaka Agung Harapan, 2006.

3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 — Juz
30: Edisi Baru, Jakarta: Cv. Pusaka Agung Harapan, 2006.
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B. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu, kepatuhan berarti tunduk
taat atau patuh pada ajaran atau peraturan.’* Jadi, kepatuhan
wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan
patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut
Norman D. Work, kepatuhan wajib pajak adalah sebagai
iklim kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban
yang tercermin dalam suatu situasi dimana:

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami suatu
ketentuan perundang-undangan perpajakan.

b. Mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas.

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan teliti dan
benar.

d. Membayar pajak yang terutang tersebut tepat pada
waktunya.®

Menurut Siti Kurnia Rahayu, kepatuhan wajib pajak
merupakan tujuan utama dari pemerikasaan pajak di mana
dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat
kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat

kepatuhannya rendah atau minim, maka diharapkan dengan

1 Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia, (Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2010), h.138.

> Mohammad Zain, Manajemen Perpajakan, (Jakarta: Salemba

Empat, 2008), Ed.5, h.107.
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melakukan pemeriksaan dapat memberi motivasi positif agar

menjadi lebih baik untuk ke depannya.®®

Menurut Chaizi Nasucha dan Siti Kurnia Rahayu,

kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

a.
b.

Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
Kepatuhan  untuk  menyetorkan  kembali  surat
pemberitahuan.

Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan
membayar pajak terutang.'’

Kepatuhan dalam  pelaporan dan pembayaran
tunggakan.

Identifikasi indikator-indikator tersebut sesuai dengan

kewajiban pajak dalam self assessment system menurut Sony

Devano dan Siti Kurnia Rahayu yaitu sebagai berikut:

a.

Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Wajib Pajak
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk
mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau
kedudukan wajib pajak dan dapat melalui e-register
(media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP).
Menghitung dan Memperhitungkan Pajak oleh Wajib
Pajak

1018 5jtj Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia...p.245.
717 sjti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia,...p.83-84.
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Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung
besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap
akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak
dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan
memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang
terutang tersebut dengan pajak yang dilunasi dengan
tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak
(prepayment). Selilih yang terutang dengan kredit pajak
dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.
Menurut Mohammad Zain, wajib pajak diwajibkan
untuk dihitung, memperhitungkan, dan membayar
sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan sehingga penentuan besarnya pajak yang
terutang berada pada wajib pajak sendiri.'®
Pelaporan Sendiri dilakukan oleh Wajib Pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan surat
pemberitahuan (SPT), di masa SPT tersebut berfungsi
sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan
dan mempertanggung jawabkan jumlah pajak yang
sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan
pembayaran dan pelunasan pajak maupun melaluli

mekanisme pemotongan dan pemungutan yang

'8 Mohammad Zain, Manajemen Perpajakan, ...h.133.
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dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan

kewajiban pajak.

Menurut  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.
235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003," wajib pajak dapat
ditetapkan sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan dalam dua (dua)tahun terakhir.

b. Dalam tahuan terakhir penyampain SPT yang terlambat
tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis
pajak dan tidak berturut-turut.

c. SPT masa yang terlambat sebagimana dimaksud dalam
huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas watu
penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.

d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis
pajak:

1) Kecuali telah diberi izin untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak.2) Tidak termasuk
tunggakan pajak she

2) Hubungan dengan SPT yang telah diterbitkan untuk
2 (dua) masa pajak yang terakhir.

e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena tindakan pidana
di bidang perpajakan dalam jangka 10 (sepuluh) tahun
terakhir.

¥ http:www.kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=390, Di upload
tanggal 12 Mei 2014.
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f.

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan
keuangan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan
pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak
mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Pendapat Fidel,”® wajib pajak patuh adalah

wajib pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai wajib

pajak yang memenuhi kriteria tertentu tersebut sebagai
berikut:

a.

Tepat  waktu  dalam menyampaikan Surat

Pemberitahuan, meliputi:

1) Penyampain Surat Pemberitahuan Tahunan tepat
waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa yang
terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak
Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga)
Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak
berturut-turut.

3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat

sebagaiman yang dimaksud pada butir ke 2, telah

0 Fidel, Cara Mudah dan Praktis Masalah-masalah Perpajakan,

(Jakarta: Murai Kencara, 2010), p.53.
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disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian
Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.?*

b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak,
kecuali tunggakan yang telah memperoleh izin
mengangsung atau menunda pembayaran pajak,
meliputi keadaan 31 Desember tahuan sebelum
penepatan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak
termasuk utang pajak yang tidak melewati batas akhir
pelunaan.

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan publik atau
lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun
brturut-turut dengan ketentuan:

1) Laporan Keuangan yang diaudit harus disususn
dalam bentuk panjang (long form report) dan
menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan
fiscal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan
Surat Pemberitahuan Tahunan

2) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang
diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang
tidak sedang dalam  pembinaan lembaga
pemerintahan pengawas Akuntan Publik.

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan

pidana dibidang perpajakan bedasarkan putusan

2L Fidel, Cara Mudah dan Praktis Masalah-masalah
Perpajakan, ...p.53.
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pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Salah satu bentuk kewajiban pajak adalah membayar
pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Direktorat Jenderal Pajak), menyebutkan bahwa Suata
Pemberitahuanbadalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP)
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
pajak, objek pajak dan bukan objek pajak dan harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajak.”?

Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu:
a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu

Masa Pajak.

b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu

Tahun Pajak atau Bagian Tahunan Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dibedakan untuk
Wajib Pajak Perorangan dan Wajib Pajak Badan. Menurut
peraturan  Menteri  Keuangan  Repubik  Indonesia
N0.181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan isi Surat
Pembaritahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian,
Penandatanganan, dan Penyampain Surat Pemberitahuan
bahwa SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
beserta lampiran yang harus disertakan adalah SPT Tahunan

22 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Jakarta: DJP, 2013), p.22.
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Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi (Formulir 1770) dan
SPT Tahunan Wajib Pajak Badan beserta lampiran yang
harus disertakan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP
Badan (Formulir 1771). SPT Tahunan PPh WP Orang
Pribadi disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
akhir Tahun Pajak dan SPT Tahunan PPh WP Badan
disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir
Tahun Pajak.?®

Menurut Wahyu, suatu SPT Tahunan terdiri dari SPT
induk dan lampirannya sebgai satu kesatuan yang tidak
terpisahkan. Untuk dasar formalnya SPT yang paling sedikit
memuat tentang: nama wajib pajak, NPWP, alamat wajib
pajak, masa pajak, bagian tahunan pajak atau tahunan pajak
yang bersangkutan dan tandatangan wajib pajak atau kuasa
wajib pajak. Di samping data dasar (formal) juga memuat
data material mengenai:**
a. Jumlah peredaran usaha,
b. Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan

merupakan objek pajak,

c. Jumlah penghasilan kena pajak,

d. Jumlah pajak yang terutang,

e. Jumlah kredit pajak,

f.  Jumlah kekurangan atua kelebihan pajak,

2 http://sjdih.go.id/fulltext/2007/181~PMK.03~2007Per.htm.  Di

Upload tanggal 23 Januari 2014.

p.33.

2% Wahyu, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2010),


http://sjdih.go.id/fulltext/2007/181~PMK.03~2007Per.htm
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Jumlah harta dan kewajiban pajak,

Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29, dan
Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib
Pajak.

C. Sistem Administrasi Perpajakan Secara Online

1. Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Secara

Online

Pengertian online atau daring menurut Kamus
Bahasa Indonesia menyatakan bahwa “online atau daring
adalah dalam jaringan, terhubung melalui jejaring
komputer, internet, dan sebagainya”.?® Pengertian Sistem
menurut Mulyadi yaitu suatu sistem yang pada dasarnya
adalah sekelompok unsur yeng erat berhubungan satu
dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk
mencapai tujuan tertentu.’® Pengertian Administrasi
menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah usaha dan
kegiatan yang meliputi penepatan tujuan serta penetapan
cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi atau
usaha dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan
kebijakan untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah.?’

2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa

Indonesia...h.924.

26 Mulyadi, Sistem Akuntansi, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.2.
7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa

Indonesia...h.11.
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Jadi Sistem Administrasi Perpajakan secara online
adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan
terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi
yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan
pajak di negara tersebut. Konsep program ini adalah
perubahan pola pikir dan aparat pajak serta tata nilai
organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal
Pajak sebagai intitusi yang professional dengan citra yang
baik di masyarakat.

. Tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Secara
Online

Administrasi perpajakan secara online berperan
penting dalam sitem perpajakan disuatu negara. Suatu
negara dapat dengan sukses mencapai saran yang
diharapkan dalam mengahasilkan penerimaan pajak yang
optimal karena administrasi perpajakannya mampu
dengan efektif melaksakan sistem perpajakan di suatu
negara yang dipilih. Menurut Laporan Tahunan Direktorat
Jenderal Pajak tujuan dari sistem administrasi secara
online yang ingin dicapai adalah meningkatkan
kepercayaan masyarakat dan meningkatkan prokdutivitas
dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan
sukarela wajib pajak. Untuk mewujudkan itu semua, maka
program reformasi administrasi  perpajakan  perlu

dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan
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komprehensif.??  Perubahan yang dilakukan meliputi

bidang-bidang berikut:

1)

2)

Struktur Oganisasi

Implementasi konsep administrasi secara online
yang berorentasi pada pelayanan dan pengawasan
memerlukan perubahan pada struktur organisasi DJP,
baik di tingkat kantor pusat sebgai pembuat
kebijakan, maupun dijajaran kantor operasional
sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

Proses Bisnis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit
adalah perbaikan proeses bisnis, yang mencakup
metode, sistem, dan prosedur kerja. Perbaikan proses
bisnis merupakan pilar penting program modernisasi
DJP, yang diarahkan pada penerapan full automation
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi terutama untuk pekerjaan yang bersifat
administrasi.

Proses bisnis dirancang sedemikian rupa
sehingga dapat mengurangi kontak langsung antara
pegawai DIP dengan wajib pajak untuk
meminimalisasi kemungkinan terjadinya KKN
(Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Disamping itu, fungsi

pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya

%8 Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan RI, Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan,...h.11
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built-in  control system karena siapapun dapat
mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui
sistem yang ada.”
3) Manajemen sumber Daya Manusia

Dirjen pajak melakukan pemetaan kompetensi
(competency mapping) terhadap seluruh pegawai
Direktorat Jenderal Pajak guna mengetahui distribusi
kuantitaf dan kualitas kompetensi pegawai di mana
hasil dari program tersebut menjadi informasi yang
terbantu Dirjen Pajak dalam merumuskan kebijakan
kepegawaian yang lebih tetap. Kemudian dalam
rangka memperoleh kesesuaian antar jabatan dan
kompetensi pegawai, dilakukan evaluasi dan analisis
beban kerja atas seluruh jabatan untuk menentukan
job grade dari masing-masing jabatan tersebut.
dengan tujuan untuk menciptakan arsitektur Sumber
Daya Manusia DJP yang antara lain mempunyai ciri-
ciri  jujur, ikhlas, mampu, dapat dipercaya,
bertanggung jawab, professional, berwawasan, dapat
berlaku adil, menjadi agen perubahan dan dapat
menjadi teladan, serta berbasis pada kompetensi dan

Kinerja.

»  Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan RI, Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan,...p.12



42

4) Pelaksanaan Good Governance

Tersedianya  dan  terimplementasikannya
prinsip-prinsip good governance yang mencakup
berwawasan ke depan, terbuka, melibatkan partipasi
masyarakat, akuntabel, professional dan didukung
pegawai yang kompeten. Prinsip keterbukaan dan
partisipasi masyarakat dilaksanakan DJP dengan
membuka akses informasi bagi pihak-pihak yang
membutuhkan. Penyebaran informasi diantaranya
dilakukan dengan cara pemberian penyuluhan,
pembuatan  iklan layanan = masyarakat, dan
pemanfaatan  website. Disamping  keterbukaan
informasi, DJP juga membuka diri terhadap masukan
dan kritik dari stakeholders, guna meningkatkan
kualitas pelayanan dan perbaikan administrasi
perpajakan.®

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu,
indikator-indikator ~ dalam  modernisasi  sistem
administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Administrasi
2. Efektifitas Pengawasan

3. Sumber Daya Manusia Profesional®

% Direktorak Jendral Pajak Kementerian Keuangan RI, Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan,...h.12-13.

% Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan : Konsep, Teori

dan Isu, (Jakarta: Kencana: 2006), h.27.
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Sistem administrai pajak modern menurut Liberti

Pandingan (2008) dalam jurnal Sri Rahayu dan Ita

Salsalina adalah:

a.
b.

Maksimalisasi penerimaan pajak.

Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan
wajib pajak.

Memberikan jaminan kepada public bahwa

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat

integritas dan keadilan yang tinggi.

Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan

dalam proses pemungutan pajak.

Pegawai pajak dianggap sebagai karyawan yang

bermotivasi tinggi, kompeten, dan professional.

Peningkatan produktifitas yang

berkesinambungan.

Wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme

untuk mengakses informasi yang diperlukan.

Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.*

1. Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak

Menurut Widayanti dan Nurlis dalam symposium

Nasional Akuntansi XIII di Puwokerto, kesadaran

merupakan unsur yang ada pada manusia dalam

%2 Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga, “Pengaruh Sistem
Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib
Pajak Badan KPP Pratama Bandung “X”)”, (Jurnal Akuntansi, 2009), Vol.1,

No.2, p.123.
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memahami realitas dan cara bertindak atau menyikapi
realitas tersebut.*® Menurut Pandapotan Ritonga,
Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku dari wajib
pajak itu sendiri berupa pandangan atau persepsi di mana
melibatkan keyakinan, pengetahuanm dan penalaran serta
kecenderungan  untuk  bertindak  sesuai  dengan
rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan
ketentuan perpajakan yang berlaku.*

Inanto dikutip oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina
Lingga menguraikan beberapa bentuk kesadaran bahwa
pajak bentuk kesadaran membayar pajak yang
mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama,
kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi
dalam menunjang pembangunan negara. Dengan
menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak
karena merasa tidak dirugikan dari pungutan pajak yang
dilakukan. Pajak disadari untuk pembangunan negara
guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua,
kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan
pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami

% Widayanti dan Nurlis, “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib, Pajak Orang Pribadi Yang
Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)”,
Jurnal, (Puwakerto: SNA XIlI1, 2010), p.5

3 Artiningsih, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Layanan

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak di KPP Pratama Sleman”, Jurnal
Akuntasi dan keuangan, Vol.7, No.2, p.13.
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bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan
beban pajak berkurangannya sumber daya finansial yang
dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan
negara. Kegita, kesadaran bahwa pajak ditetapkan
dengan undang-undang dan merugikan negara. Wajib
pajak akan membayar pajak disadari memiliki landasan
hukum yang kuat dan merupakan mutlak bagi setiap
negara.®
Indikator-indikator dalam kesadaran wajib pajak
perpajakan adalah sebagai berikut:
a. Kemauan wajib pajak membayar pajak dan
melaporkan SPT.
b. Tinggkat ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak

dalam membayar pajak.

D. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang
mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak
(wajib pajak orang pribadi) yang mealakukan
pekerjaan bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama
Gambir Tiga)” oleh Widayati dan Nurlis dalam
Simposium Nasional Akuntansi XI11 di Puwokerto tahun
2010.%

% Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga, “Pengaruh Sistem
Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,...p.5

% Widayati dan Nurlis “Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan
untuk membayar pajak (wajib pajak orang pribadi) yang mealakukan pekerjaan
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Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui
apakah ada pengaruh antara kesadaran membayar pajak,
pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak,
dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan
terhadap kemauan membayar pajak peneliti mengambil
sampel pada pajak orang pribadi yang melakukan
pekerjaan bebas terdaftar di KPP Jakarta Gambir Tiga.

Hasil dari penelitian tersebut adalah faktor
kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas
efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang
tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk
membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan
pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak
untuk membayar pajak.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak
pada variabel terikat (idenpenden) di mana penelitian
yang dilakukan oleh Wildayati dan Nurlis menggunakan
variabel kemauan membayar pajak, sedangkan pada
penelitian ini adalah variabel kepatuhan wajib pajak.
Penelitaian yang berjudul “Peran Pengetahuan Pajak
pada Kepatuhan Wajib Pajak” oleh Banu Winito.*’

bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)” (Skripsi : IAIN
PURWAKARTA, 2017),

" Banu Winoto, “Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib

Pajak”, (Jurnal: Akuntansi dan Keuangan, 2008), Vol.7, No.2.
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Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin
mengetahui apakah ada pengaruh terhadap pengetahuan
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel
intervening persepsi keadilan pajak. Tujuan yang kedua
mengetahui apakah terdapat perbedaan pengetahuan,
persepsi keadilan dan tingkat kepatuhan antara wajib
pajak dan konsultan wajib pajak.

Penelitian ini mengumpulkan sampel Wajib Pajak
Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang sedang
menyerahkan SPT Masa pada bulan juni 2007 antara
tanggal 10-20 melalui konten pelayanan TPT (Tempat
Pelayanan Terpadu) di KPP Surakarta, sedangkan untuk
sampel konsultan adalah berasal dari beberapa Kantor
Akuntan Publik (KAP) yang membuka layanan
konsultan pajak, selain itu calon konsultan menjalani
studi Brevet Pajak juga menjadi sampel. Hasil penelitian
ini  menunjukan bahwa taerdapat pengaruh yang
signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan
pajak terhadapat tingkat kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian
yang dilakukan oleh Banu Witono hanya menggunakan
variabel bebas (variabel independen) yaitu pengetahuan
pajak, sedangkan peneliti pada penelitian ini adalah

menggunakan tiga variabel bebas (variabel independen)
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yaitu  pengetahuan pajak, modernisasi  sistem
administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.
Penelitian  yang  berjudul  “Pengaruh  Sistem
Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP
Pratama Bandung “X”)” oleh Sri Rahayu dan Ita
Salsalina Linggga Tahun 20009.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
memperoleh gambaran tentang penerapan sistem
administrasi perpajakan modern di lingkungan KPP
Pratama Bandung“X” dan menelaah bagaimana
pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Responden pada penelitian ini adalah para aparatur pajak
yang bertugas dilingkungan KPP Pratama Bandung “X”’.

Hasil penelitian menunjukan bahwa modernisasi
dalam sistem administrasi perpajakan secara positif
signifikan mempengaruhi wajib pajak.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian
yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga
hanya menggunakan variabel bebas (variabel
independen) yaitu pengetahuan pajak, sedangkan peneliti
pada penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel

bebas (variabel independen) yaitu pengetahuan pajak,
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modernisasi  sistem administrasi perpajakan, dan
kesadaran wajib pajak.*®

4. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib
Pajak Badan dan pelayanan Perpajakan terhadap
Kapatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sleman”
oleh Artiningsih tahun 2013).%

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
memperoleh gambaran tentang bagaimana pengaruh
kesadran wajib pajak badan dan pelayanan perpajakan
terhadap tingkat kepatuhaan wajib pajak. Responden
dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang
terdaftar di KPP Prtama Sleman dengan memakai
sampel sebanyak 100 responden dengan teknik
pengambilan sampel insidental sampling.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti
yang dilakukan oleh Artiningsih hanya menggunakan
dua variabel (variabel independen) yaitu kesadaran wajib
pajak badan dan pelayanan perpajakan, sedangkan
peneliti pada penelitian ini adalah menggunakan tiga

variabel bebas (variabel independen) yaitu pengetahuan

® Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga “Pengaruh Sistem

Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib
Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung “X”)” (Skripsi : UIN SUNAN
GUNUNG DJATI 2017),

% Artiningsih “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan
Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama
Sleman”, (Skripsi: Program Studi Akuntansi-S1 Universitas Negeri
Yogyakarta, 2013)
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pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan
kesadaran wajib pajak.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Modernisasi
Sistem  Administrasi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib
Pajak Badan Pada KPP Pratama Manado” oleh
Widya K Sarunan tahun 2015.%

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui pengaruh yang signifikan antara modernisasi
sistem administrasi  perpajakan terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak
badan dengan variabel independen.

Responden dalam penelitian ini adalah para wajib
pajak yang terdaftar di KPP Prtama Sleman dengan
memakai sampel sebanyak 100 responden dengan teknik
pengambilan sampel insidental sampling.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti
yang dilakukan oleh Artiningsih hanya menggunakan
dua variabel (variabel independen) yaitu kesadaran wajib
pajak badan dan pelayanan perpajakan, sedangkan
peneliti pada penelitian ini adalah menggunakan tiga

variabel bebas (variabel independen) yaitu pengetahuan

*0 Widya K. Sarunan, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak
Badan di KPP Pratama Manado”, (Jurnal: EMBA, 2015), Vol.3, No.4.
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o1

pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan

kesadaran wajib pajak.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam peneletian merupakan jawaban
sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian.**
Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas,
maka penulis dapat menarik hipotesis penelitian sebagai
berikut:

H; = Modernisasi sistem administrasi perpajakan
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di

wilayah daerah Serang Banten.

p.15.

! Sugiono, Stastistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2007),



